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ABSTRAK

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa Pelaksanaan Pemungutan
suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember
2020; bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang
Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak
Lanjutan Tahun 2020 menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang
tertunda meliputi pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara
yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar untuk

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar ini adalah : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956



tentang Penetapan Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377); Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020 ,t sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar
Nomor NOMOR : 21/PP.04.2-Kpt/1272/KPU-Kot/Ill/2020 Tentang
Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Untuk Pemilihan Wali
Kota Dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar Tahun 2020. Fadlan
Syargawi, S.Stp, Marlan Sinaga, Anna Aritonang, S.Sos. Sekretariat
Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam
pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2020. Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak

Bulan Maret sampai dengan 23 November Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 14 Maret 2020

- Lampiran 4 (empat) Halaman






